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ABSTRAK

Korporasi sebagai subyek tindak pidana dan di dalam ketentuan Pasal 97 Undang-
Undang No. 32 Tahun 2009, bahwa tindak pidana lingkungan adalah merupakan
tindak pidana kejahatan, bukan delik aduan. Tindak pidana lingkungan seharusnya
menggunakan penerapan Asas hukum Primum Remedium, karena apabila
menggunakan penerapan Asas Ultimum Remedium terjadinya kerusakan
lingkungan sudah semakin parah, dan hanya berdampak pada lingkungan hidup,
tetapi tidak berdampak pada pelaku lain yang melakukan pencemaran. Oleh
karena itu, terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi melalui implementasi
asas primum remedium dalam tindak pidana lingkungan hidup dikaji secara
komprehensif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan
pendekatan konseptual, dengan berlandaskan konsep korporasi sebagai subyek
hukum pidana. Undang-Undang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup telah
mengakui dan menghendaki korporasi sebagai subjek hukum pidana dan oleh
karena itu pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU PPLH tentu dapat
menjadi legitimasi bahwa korporasi yang telah terbukti melakukan tindak pidana
lingkungan hidup dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Kesimpulan akhir
dan juga menjadi saran dari isu hukum mengenai pertanggungjawaban pidana
korporasi melalui implementasi asas primum remedium dalam tindak pidana
lingkungan hidup yaitu dengan penegakan hukum pidana lingkungan hidup tanpa
membeda-bedakan kualifikasi perbuatan maupun status badan hukum korporasi,
baik korporasi yang berbadan hukum berupa PT, Koperasi dan Yayasan, atau pun
korporasi yang tidak berbadan hukum yaitu CV, Firma, atau Persekutuan Perdata,
untuk dapat dipidana manakala melakukan tindak pidana lingkungan hidup dan
tetap mengutamakan asas primum remedium, sehingga dapat menjadi stigma dan
pencelaan kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi
kejahatan korporasi demi menjaga kelestarian masa depan lingkungan hidup.

Kata Kunci : Korporasi, Lingkungan Hidup, Penegakan, Subyek Hukum, Primum
Remedium.
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ABSTRACT

Corporations as the subject of criminal acts and in the provisions of Article 97 of
Law no. 32 of 2009, that environmental crime is a crime, not a complaint offense.
Environmental crimes should use the application of the Primum Remedium legal
principle, because when using the Ultimum Remedium principle, the environmental
damage is already getting worse, and only affects the environment, but does not
affect other actors who pollute. Therefore, the corporate criminal responsibility
through the implementation of the primum remedium principle in environmental
crimes is studied comprehensively using a statutory approach and a conceptual
approach, based on the concept of the corporation as a subject of criminal law. The
Basic Law on Environmental Management has recognized and requires
corporations as subjects of cviminal law and therefore the criminal liability of
corporations in the PPLH Law can certainly legitimize that corporations that have
been proven to have committed environmental crimes can be held criminally
responsible. The final conclusion and also become suggestions from legal issues
regarding corporate criminal liability through the implementation of the primum
remedium principle in environmental crimes, namely by enforcing environmental
criminal law without discriminating against the qualifications of the act and the
status of corporate legal entities, both corporations with legal entities in the form
of PT, Cooperatives and Foundations, or corporations that are not legal entities,
namely CV, Firm, or Civil Society, to be convicted when committing environmental
crimes and continue to prioritize the primum remedium principle, so that it can
become stigma and reproach to perpetrators as an effort to prevent and overcome
corporate crime in orvder to preserve the future of the environment.

Keywords: Corporation, Environment, Enforcement, Legal Subject, Primum
Remedium.
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